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ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 34 tentang Peran Desa dalam
Intervensi Penurunan Stunting merupakan salah satu bentuk upaya penurunan kasus
stunting di Desa Raya. Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk menjadi pedoman desa
dalam mengatasi masalah stunting vyang terjadi di desa. Namun dalam
pengimplementasian kebijakan ini kenyataannya masih terdapat anak yang mengalami
stunting. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya komitmen dan koordinasi pemerintah
desa, posyandu yang tidak mampu mengambil keputusan sebagai implementor, serta
masyarakat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Raya. Metode penelitian
yang digunakan dalam perumusan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis
kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil dari
penelitian ini yaitu sudah kebijakan yang telah diputuskan oleh Bupati Karo sudah
berjalan dengan cukup baik, namun dalam menjalankan kebijakan ini terdapat hambatan.
Dalam kajian Periaku oragisasi dan antar organisasi ditemukan komitmen dan koordinasi
yang dilakukan dengan pihak terkait belum mampu mendukung kebijakan secara
maksimal. Selanjutnya perilaku birokrasi level bawah yaitu posyandu belum mampu
memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus stunting di Desa Raya. Kemudian
perilaku kelompok sasaran meskipun kebijakan ini disambut dengan baik namun kondisi
ekonomi dan sosial menyebabkan stunting belum sepenuhnya diatasi di Desa Raya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Peran Desa, Stunting
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Stunting (anak pendek ) merupakan salah satu isu besar yang sedang menjadi
tantangan dunia khususnya negara bekembang seperti Indonesia. Stunting menjadi
permasalahan kesehatan karena dapat menyebabkan resiko menghambat
perkembangan otak, perkembangan monotorik, perkembangan mental, dan juga
dapat menyebabkan kematian. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap anak-anak

sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang (Asri, 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1, stunting
adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya
dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan
KEMENKES No. 20 Tahun 2020 Pasal 2, parameter berat badan dan
panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi: Berat Badan
menurut Umur (BB/U), Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U),
Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB), dan Indeks

Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U).

Stunting secara sensitif dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti
kurangnya pengasuhan, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak

sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. Stunting juga dapat



terjadi ketika ibu hamil kekurangan gizi. Kondisi gizi ibu hamil berpengaruh
secara signifikan terhadap perkembangan janin. Ibu hamil yang kekurangan gizi
beresiko melahirkan bayi dengan berat dibawah rata- rata dan hal ini merupakan

penyebab utama stunting (Hidayanti, dalam (Harlina, Hidayanty and Nur, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis olen Kementerian Kesehatan tahun 2023 angka
stunting secara nasional tercatat 21,5 persen mengalami penurunan sebesar 0,1
persen dari tahun 2022 yaitu 21,6 persen. Selain itu, berdasarkan data Riset
Kesehatan Dasar (RisKesDas) menyatakan bahwa proporsi stunting pada balita
terdampak status gizi pendek dan sangat pendek di Indonesia sudah mengalami
penurunan dari 18,4% pada tahun 2022 menjadi 16% pada tahun 2023

(Kementrian Kesehatan RI, 2021).

Salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi kasus stunting pada anak
usia dini adalah Kabupaten Karo. Dikutip dari data yang diterbitkan dalam bentuk
artikel bahwa pada tahun 2021 stunting di Kabupaten Karo adalah 17.18%,
kemudian mengalami penurunan sebesar 16,26% dan mengalami penuruan lagi
pada tahun yang sama yaitu 8.88%. Namun ini masih menjadi berita yang buruk

karena belum mencapai target Indonesia dalam penurunan kasus stunting.

Berdasarkan fakta diatas maka Pemerintah Kabupaten Karo mengeluarkan
kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi masalah stunting ini yaitu,
Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021. Dimana tujuan dari kebijakan ini

adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak di desa.



Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga

kesehatan, dan masyarakat untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo
yang bertujuan untuk meningkatkan peran desa dalam memenuhi gizi masyarakat,
dalam rangka meningkatkan pengelolaan program gizi yang lebih baik, dan
adanya komitmen koordinasi antar sektor dalam upaya perbaikan gizi, serta
memperkuat pelaksanaan konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak

langsung. Diharapkan dapat mampu meminimalisir kasus stunting.

Namun pada kenyataanya stunting di Kabupaten Karo masih terus terjadi.
Upaya pencegahan stunting terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo,
salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk terjun ke
lapangan secara langsung. Desa merupakan organisasi terkecil dalam
pemerintahan yang sah serta memiliki hak dan kewajiban dalam mengatasi
masalah stunting. Dengan adanya Rembuk Stunting di Kabupaten Karo yang
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten menunjukkan
komitmen pemerintah dalam upaya bersama menangani masalah stunting untuk
meningkatkan kesehatan. Dalam kegiatan Rembuk stunting diadakan diskusi dan
penandatangan komitmen bersama untuk mendukung upaya penanggulangan
stunting. Masalah utama meliputi rendahnya pemahaman gizi, peran krusial
perempuan dalam pola makan keluarga, dan kendala akses terhadap pangan

berkualitas terutama di Desa.



Meskipun program ini sudah berjalan dan di tandatangani oleh pemerintah
desa namun pada kenyataannya dalam pengimplementasian tidak berjalan dengan
optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Petugas Puskesmas,
Bidan Desa, Kader dan Kepala Desa yang mengakibatkan masyarakat belum
menerima program yang dilaksanakan sehingga program ini menjadi salah

sSasaran.

Masalah stunting di Desa Raya disebabkan oleh banyak faktor lain; mulai
dari keterbatasan masyarakat tentang pengetahuan gizi serta keterbatasan dalam
akses kesehatan. Tidak hanya masyarakat, pemerintah desa juga masih kurang
optimal dalam menjalankan program ini di desa. Sering kali anggaran yang
digunakan untuk program stunting tidak tepat sasaran, sehingga masalah stunting
masih sulit untuk diatasi. Keterbatasan alat ukur serta petugas kesehatan di
posyandu desa juga menjadi salah satu penyebab masalah stunting sulit untuk

diatasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal menarik bagi peneliti
untuk mengkaji lebih jauh tentang sejauh mana kasus stunting yang terjadi dalam
ruang lingkup masyarakat dengan mengangkat judul penelitian “Implementasi
Kebijakan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam

Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Bupati Karo



Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting

Terintegrasi di Desa Raya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengimplementasian Kebijakan Bupati Karo Nomor 34
Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
di Desa Raya
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat digunakan bahan kajian referensi kinerja
pemerintah desa dalam menanggulangi masalah stunting di Desa Raya, Kabupaten

Karo dan dapat mendukung keperluan peneliti selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan
pertimbangan untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pemerintah desa dalam

penanggulangan stunting di Desa Raya.

1.5 Sitematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il URAIAN TEORITIS



Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian,
yang akan menguraikan tentang Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan

Publik, Stunting, Pemerintah Desa.

BAB Il METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan Jenis Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi,
Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis

Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil

wawancara informasi dan narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.



BAB |1
URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang
dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan
publik didefinisikan sebagai suatu pendoman untuk tindakan yang berkaitan
dengan pengimplementasian filosofi, prinsip, visi, dan keputusan yang dituangkan

ke dalam bentuk proyek, program, dan aktivitas (Khan dan Khandaker, 2016).

Menurut pandangan Gerston (2002) dalam (Islamy, 2014) kebijakan publik itu
bukan hanya berisi serangkaian keputusan melainkan juga komitmen dan tindakan
nyata dari mereka yang terlibat dalam pemerintahan. Hal ini bisa dimaknai bahwa
mereka yang membuat keputusan haruslah mempunyai komitmen yang kuat
terhadap keputusan yang telah dibuatnya, bahwa keputusan itu dibuat secara
benar, berisi substansi yang sangat bagus sesuai dengan kepentingan masyarakat
dan dapat dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata menuju ke tujuan yang

diinginkan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Anggara, 2019 hal, 35) adalah
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy
iIs whatever government choose to do or not to do). Dalam pengertian ini, maka
pusat perhatian kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh

pemerintah melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh



pemerintah, justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu
mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik adalah
sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh
Pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-
bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu pula. Sehingga untuk
efektifitas kebijakan publik diperlukan adanya kegiatan sosialisasi, pelaksanaan,

dan pengawasan kebijakan (Wijaya dkk., 2020).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa kebijakan public
mengandung pengertian sebagai  keputusan-keputusan pemerintah yang
mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Hal ini seperti yang telah dikemukakan
olen Robert T. Nakamura dan F.Swallood (dalam Sulaeman. 1998:5), bahwa
kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan
kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara

untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam mewujudkan pencapaian suatu tujuan, maka kebijakan memerlukan
adanya strategi dan taktik. Sehubungan dengan hal itu Raksatiya (Sunggono,
1994:21) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu strategi dan taktik yang
diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat

suatu tiga elemen, yaitu:

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai



2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan
yang diinginkan

3. Penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan pelaksanaan
secara nyata dari taktik atau strategi.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian
proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat, karena
implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana

tujuan serta dampak kebijakan di hasilkan (Mahardika dan Nalar Rizki, 2021).

Implementasi kebijakan adalah mengimplementasikan suatu program yang
telah direncanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut
(Ayuningtyas,dkk, 2018) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah
sebuah kegiatan yang mendistribusikan (menyalurkan) keluaran kebijakan (to
deliver policy output) yang dilaksanakan oleh para pelaksana kepada para
kelompok sasaran (target gorup) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan.
Sedangkan pandangan dari Van Metter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994:15)
menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan
oleh swasta dan pemerintah baik secara kelompok maupun secara individu yang

dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Purwanto (2012) dalam (Ayuningtyas, Misnaniarti and Rayhani,
2018) ,mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan

yang mendistribusikan (menyalurkan) keluaran kebijakan (to deliver policy
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output) yang dilaksanakan oleh para pelaksana kepada para kelompok sasaran
(target group) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. sedangkan pandangan
dari Franklin dan Repley dalam Budi Winarno (2007) mengatakan bahwa
implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang
memberikan kekuasaan (otoritas) program, keuntungan (benefit), kebijakan, atau
suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Dalam hal tersebut istilah dari
implementasi menunjuk bahwa pada sejumlah kegiatan yang mengikuti
pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang

dikehendaki oleh para pejabat pemerintah.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau program dengan
melibatkan berbagai sektor termasuk masyarakat, swasta, dan pemerintah itu
sendiri. Kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan atau proses

dapat membawa program ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya, penulis menggunakan teori Soren C. Winter (2003) dalam
menganalisis permasalahan implementasi kebijakan Bupati Karo Nomor 34 Tahun
2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di
Desa Raya. Penulis menggunakan teori ini sebagai pisau analisis dalam melihat
permasalahan tersebut karena teori ini sangat relevan dan sesuai dengan topik
penelitian yang berfokus pada analisis implementasi kebijakan publik. Teori ini
menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami dinamika

antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan.
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Teori Soren C Winter melihat implementasi kebijakan sebagai suatu hal yang
tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai “model
integrated”. Model integrated menunjukkan bahwa sukses implementasi
ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti

ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.

Teori implementasi kebijakan Soren C. Winter dalam (Folensino, dkk, 2023)
yang disebut Model Implementasi Integratif (Integrated Implementation Model).
Ada Dbeberapa indikator-indikator yang dapat mempengaruhi  proses

pengimplementasian sebuah kebijakan yaitu, sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi

Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar
organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang
optimal, jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa
menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau perantara
pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar
organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam
aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam
proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui
tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara.
Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat
terpenuhi dalam suatu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi
lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi

dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu. Tingkat
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implementasi dapat ditempuh pada organisasi formal, sementara
administrasi pemerintahan dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

Perkembangan hubungan antarorganisasi belakangan kian popular,
sehingga para praktisi dan sarjana melahirkan istilah kolaboratif yang
menentukan dan mempengaruhi hasil suatu program. Beberapa tahun
terakhir muncul istilah yang lebih dikenal jaringan, dan manajemen
jaringan. Istilah secara keseluruhan dikenal dalam hubungan
koordinasi antar organisasi yang dapat meningkatkan dan menentukan
pola implementasi kebijakan. Faktor selanjutnya adalah proses
implementasi kebijakan organisasi dan antar organisasi ditandai oleh
adanya komitmen dan koordinasi (Winter,2003).

Dalam  lingkungan  implementasi, komitmen  merupakan
kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas
organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya
dengan pelaksana program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga
kemungkinan munculnya rasa egoisme diantara organisasi pelaksana
program Yyang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu
implementasi. Kontribusi suatu organisasi terhadap implementasi
sangat tergantung input yang diterima dari hubungan inter organisasi
secara timbal balik dan saling bergantung satu sama lain. Dengan
demikian, proses implementasi kebijakan kebijakan dicapai pada titik
optimal dalam merealisasikan kebutuhan dan kepentingan. Pada

tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan
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berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi.
Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau
lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun, implementasi kebijakan sangat
rumit, dan tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar,
sehingga kemungkinan untuk bekerjasama secara khas akan lebih
rumit. ltulah sebabnya, kadangkala akibat kerumitan tadi membuat
permasalahan kebijakan terbengkalai. Pemerintah belum bisa
menerapkan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan antara yang

satu dengan lainnya.

. Perilaku Birokrasi Level Bawah

Dimensinya adalah diskresi. Hal ini dimaksudkan sebagai
kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program
sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih
dominan di luar kewenangan formal (diskresi). Sehingga menurut
Lipsky;1980, dalam Parawangi (2011) bahwa perilaku pelaksanaan
kebijakan secara sistematika adakalanya menyimpang dari tugas
terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih
mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian
kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang
esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya sangat
konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya

(Parawangi,2011).
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Kontribusi pemikiran Lipsky sangat penting untuk memahami
model implementasi yang satu ini, dan teorinya lebih khusus terhadap
mekanisme  dalam  menjelaskan  berbagai  kebijakan  dan
konsekuensinya. Birokrasi level bawah bekerja dalam situasi yang
ditandai dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka berupaya
mengatasi permasalahan dan membuat prioritas kebijakan, mengontrol
dan memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat.

Michael Lipsky (1980) menggambarkan birokrasi level bawah ini
sebagai “jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat”.
Dan secara substansial, mereka memiliki pertimbangan berkaitan
dengan tugasnya masing-masing. Bahkan, berdasarkan posisinya
ditengah masyarakat itu, mereka memiliki peluang lebih besar dalam
putusan  kebijakan. Mereka dapat memberi pertimbangan,
menggunakan pengaruhnya diluar kewenangan formal, sebagaimana
Lipsky menyebut bahwa dalam implementasi kebijakan pengaruh lebih
dominan berasal dari pekerja level bawah ini. Pekerja level bawah ini
pada prinsipnya mempunyai pilihan pada hasil mana yang harus
dicapai, dan bagaimana cara melakukannya.

Demikian halnya tokoh masyarakat, lembaga adat, konselor dan
semacamnya, secara rutin berhubungan dengan birokrasi level bawah.
Mereka ini mengabdikan diri sebagai “warga Negara yang membantu

menciptakan dan melakukan pelayanan publik berdasarkan norma”.



15

3. Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok sasaran yang tidak hanya memberi pengaruh
pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi Kkinerja
birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif
dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak
mendukung kebijakan. Variabel perilaku kelompok sasaran dalam
implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi,
atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi
dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi Kkinerja
implementasi program melalui tindakan positif dan negatif
(Winter:2003).

Dengan demikian, Kkinerja implementasi program sangat
dipengaruhi oleh Kkarakteristik partisipasi yakni mendukung atau
menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan
mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil
akhir dari suatu implementasi. Tentang siapa kelompok sasaran yang
akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, dan seberapa jauh dapat
mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang
diimplementasikan, sangat tergantung kepada kesesuaian isi kebijakan
(program) dengan harapan mereka. Hal yang tak kalah pentingnya
adalah faktor komunikasi, ikut berpengaruh terhadap penerimaan

kebijakan oleh sekelompok sasaran. Terjadinya “error” dan “distorsi”
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atau proses komunikasi menjadi titik lemah dalam mencapai
efektivitas pelaksanaan kebijakan (Parawangi,2011).

Tingkat kegagalan suatu implementasi kebijakan, sangat berbeda-
beda satu sama lain. Berdasarkan model implementasi kebijakan
Winter di atas, maka kelebihan yang dimiliki adalah kemampuan
mengintegraksikan  dan  menyederhanakan  beberapa  model
implementasi menjadi satu model yang tidak rumit terutama pada
jaringan organisasi. Kelemahannya adalah tidak menjelaskan lebih
rinci pengertian perilaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang ikut
berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

2.3 Stunting

Menurut WHO, stunting adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada
anak akibat gizi buruk, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak
memadai. Seorang anak didefinisikan stunting jika tinggi anak berdasarkan usia
mereka lebih dari dua deviasi di bawah Standar Pertumbuhan Anak WHO (WHO,

2015).

Stunting merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan gizi yang
menjadi perhatian dunia. Stunting juga merupakan bagian dari tujuan yang ingin
dicapai dalam Sustainable Development Goal (SDGs) sebagai wujud dari
pembangunan berkelanjutan. Stunting termasuk kedalam bagian pembangunan
berkelanjutan yaitu untuk menghilangkan segala bentuk malnutrisi atau kelaparan
salah satunya dengan meningkatkan ketahanan pangan (Jeki dan Reni,2019)

dalam (Hendrayanti and Sari, 2023).
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1. Faktor Penyebab Stunting

Penyebab tidak langsung kejadian Stunting dipengaruhi oleh berbagai
faktor seperti faktor ekonomi karena hal ini erat kaitannya dengan
kemampuan memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan
untuk ibu hamil dan balita., urbanisasi, sistem pangan, jaminan sosial,
sistem kesehatan, pembangunan, Pendidikan serta pemberdayaan
perempuan. Penyebab lain dari kondisi anak stunting adalah postur tubuh
ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja.
Tidak terlaksananya Inisiasi Menyusui Dini (IMD), gagalnya pemberian
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan proses penyapihan dini dapat menjadi
salah satu faktor terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemberian
makanan pendamping ASI (MP ASI) perlu diperhatikan kuantitas,
kualitas, keamanan dan kebersihan pangan yang diberikan. (TNP2K et al.,
2018) Stunting tidak hanya berdampak pada gagal tumbuh anak, tetapi
juga dapat berdampak pada intelektual anak bahkan penyakit Kkronis
lainnya seperti kanker yang dapat mengganggu pendapatan perkapita
Indonesia dimasa yang akan datang (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018,

p. 04).

2. Dampak Stunting
Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka
pendek dan jangka panjang (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Dampak
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dampak jangka pendek
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1) Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian

2) Tidak optimalnya perkembangan kognitif, motorik dan verbal

3) Peningkatan biaya kesehatan

b. Dampak jangka panjang

1) Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek
dibandingkan umurnya)

2) Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya

3) Menurunnya kesehatan reproduksi Kapasitas belajar dan performa yang
kurang optimal saat masa sekolah

4) Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.

Masa emas pertumbuhan adalah pada 100 HPK. Apabila masa emas ini tidak
terjadi sebagaimana mestinya, maka pertumbuhan tidak bisa dikejar pada periode
berikutnya bahkan ketika gizinya dipenuhi dengan baik dan anak tetap akan
mengalami gangguan pertumbuhan otak sehingga akan berdampak pada masa

depan anak (Fitri, 2018).

2.4 Pemerintah Desa

Desa adalah tingkat pemerintahan terkecil yang ada dalam sebuah negara.
Dimana, pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling
berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya menjadi
perdebatan di tingkat elit politik. Pemerintah desa terdiri dari kata pemerintah dan
desa, pemerintah berarti organ yang melaksanakan atau pejabat yang menjalankan

kekuasaan negara (Hajar, 2021).



19

Pemerintahan Desa, di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005
Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai
tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan  dan
kemasyarakatan. Solekhan (2012) dalam (Hajar, 2021), berpendapat bahwa

apabila dilihat dari segi fungsinya, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa

b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

c. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong
masyarakat

d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

e. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa

f. Melaksanakan musyawarah penyelesaiaan perselisihan.

g. Dan lain sebagainya.

Sesuai dengan amanat Bupati Karo yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Karo Nomor 34 tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi, maka pemerintah Desa Raya wajib menjalankan peran yang

telah diberikan. Adapun peran desa yang dimaksud adalah:
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. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program kegiatan
pembangunan desa untuk mendukung perencanaan stunting;

. Mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat:

. Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait
stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia
layanan dan sebagainya

. Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai
sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama,
penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses
informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
. Menyelenggarakan rembuk stunting desa

. Tersusunnya rencana aksi pencegahan stunting di desa

. Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa
lainnya yang terkait dengan pencegahan stunting;

. Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan
pengasuhan,penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), dan lainnya dalam upaya pencegahan stunting;

i. Meningkatkan atau membangun sarana prasarana intervensi sensitif sesuai

kewenangannya

J. Meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui

pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah,maupun lembaga non

pemerintah lainnya;
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k. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting, serta
pengisian dan pelaporan scorecard desa kepada Perangkat Daerah terkait;

I. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan stunting, mengukur
capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;

m. Melakukan pemuatakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan

rencana program/kegiatan pencegahan stunting tahun berikutnya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, untuk menurunkan kasus
stunting di Indonesia maka harus dimulai dari desa terlebih dahulu. Desa
diberikan hak serta kewenangan untuk menangani kasus stunting sesuai dengan

pedoman yang sudah diberikan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatf.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami
fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh
subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya
yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan
kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan
metode kualitatif, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian
kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi (Mouwn Erland,

2020).

Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode
untuk mengeksplorasi dan memahami makan yang oleh sejumlah individu dan
kelompokorang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan
(Saputra dan Ali, 2020). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dapat dilakukan secara intensif. Peneliti ikut berpartisipasi di lapangan
mencatat secara detail apa yang terjadi, melakukan analisis reflektor terhadap
dokumen yang di temukan di lapangan, kemudian mendeskripsikan atau

menggambarkan dalam bentuk laporan penelitian.

22
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Menurut Arikunto penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji
hipotesis tertentu tetapi, hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala

atau keadaan (Arikunto,2014).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan metode deskriptif.
Melalui metode ini, diharapakan penulis mendapatkan makna serta gambaran

tentang peranan Pemerintah Desa Raya dalam menanggulangi masalah stunting.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting,
untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dengan menggunakan Teori

Soren C. Winter.

IMPLEMENTASI Indikator Implementasi
PERATURAN BUPATI > Kebijakan :
KARO NOMOR 4
TAHUN 2021 1. Perilaku organisasi
dan antarorganisasi
A 2. Perilaku birokrasi
level bawah
3. Perilaku kelompok
sasaran

Percepatan penurunan
stunting terintegrasi

Gambat 3.1Kerangka Konsep
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3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjelasan tentang suatu konsep yang bersifat
teoritis. Definisi ini mengacu pada pengertian yang berasal dari literatur atau
teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono,2015).
Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam dan menyeluruh mengenai konsep yang akan diteliti, serta
membedakannya dari definisi operasional yang bersifat lebih konkret dan terukur.
Untuk dapat menentukan batasan yang lebih jelas agar lebih menyederhanakan
pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka peneliti menggambarkan
konsep-konsep yang digunakan sesuai dengan teori implementasi kebijakan

menurut Soren C.Winter antara lain:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi (Organizational and
interorganizational behavior) Dimensinya yaitu komitmen dan koordinasi:

a. komitmen vyaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam
menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada.

b. Koordinasi yaitu dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan
terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun pelaksanaan
kegiatan.

2. Perilaku birokrasi level bawah (Street Level bureaucratic behavior)

Perilaku birokrasi level bawah dimensinya yaitu diskresi. Diskresi adalah

kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program
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sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih
dominan diluar kewenangan formal.
3. Perilaku kelompok sasaran (target group behavior)
a. Respon positif yang mendukung antusias untuk berpartisipasi terhadap
kebijakan yang diselenggarakan.
b. Respon negatif yaitu adanya penolakan atau kritik terhadap kebijakan

yang diselenggarakan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel
penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi

penelitian pendukung untuk analisis variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dari variabel penelitian ini adalah:

1. Adanya komitmen dan koordinasi antar organisasi yang terlibat dalam
implementasi kebijakan.

2. Adanya hubungan dan kerjasama antar organisasi yang berbeda dalam
proses implementasi kebijakan.

3. Adanya respon pejabat birokrasi level bawah yang langsung terlibat
dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Adanya respon dan reaksi dari kelompok individu yang menjadi sasaran

kebijakan.
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Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi terhadap yang diteliti. Penentuan informan

dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah jenis sampel

nonprobabilitas yang mana tujuan utamanya membentuk sampel secara rasional

dan dapat mewakili populasi sampel. Purposive sampling juga dikenal dengan

sebutan selective sampling dimana peneliti memilih sendiri informan yang

dianggap lebih banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti.

Tabel 3.1 Nama dan Informasi Narasumber

No. | Nama Inisial Jabatan

1. Aminta Ketaren AN Kepala Desa Raya, Kabupaten
Karo

2. Nanda Ketaren NK Ketua Tim Percepatan Stunting
Desa Raya

3. Rendra Br Sembiring RS Bidan Posyandu Desa Raya,
Kabupaten Karo

4. Rini R Ibu dari anak yang stunting

5. Siti SM Ibu dari anak yang stunting

6. Leni L Masyarakat

7. Korenti K Masyarakat

Sumber Analis Penelitian 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara
melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek
yang yang di teliti. Sesudah itu, peneliti menganalisis dan memahami
berbagai gejala yang bersangkutan dengan objek penelitian yang akan
dilaksanakan.

b. Wawancara
Metode wawancara melibatkan interaksi dan komunikasi langsung
antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang
relevan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan ke responden dan
kemudian responden menjawab secara lisan.

c. Dokumentasi
Dokumentasi dengan mengumpulkan data dengan mengkaji dokumen-
dokumen baik berupa peraturan atau pasal maupun buku referensi yang
bersangkutan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang

diperlukan terkait implementasi kebijakan penanggulangan stunting.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data ini adalah kualitatif. Penelitian ni menggambarkan atau
mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting
Di Desa Raya Kabupaten Karo. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :
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a. Reduksi data
Tahap reduksi data dalam penelitian ini yaitu perumusan dan
penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan.
Reduksi data menjadi bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan
dan membuang hal-hal yang tidak perlu serta mengorganisasi dating
dengan cara yang sebagaimana mestinya, sehingga kesimpulan akhirnya
dapat ditarik data untuk diverifikasi.

b. Penyajian data
Penyajian data ini terkait dengan mengumpulkan informasi secara tersusun
yang dapat memberikan kemungkinan adanya dalam penarikan
kesimpulan dari peneliti saat mengambil tindakan. Dengan begitu akan
membantu sehingga mudah memahami hal-hal yang akan terjadi dan yang
harus dilakukan penelitian terkait tindakan dalam menganalisis ataukah
mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari
penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan
Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dan verifikasi, Adapun
kesimpulan yang akan dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan bukti-
bukti yang sesuai dan konsisten pada saat dilakukan penelitian dalam
pengumpulan data. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel apabila telah melalui proses verifikasi.
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3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan
mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun tempat
yang akan dijadikan tempat penelitian ini dilakukan adalah di Desa Raya,

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Waktu yang digunakan pada penelitian ini, dilaksanakan sejak tanggal
diizinkan penelitian dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan yaitu bulan Februari-
Maret 2025 yang meliputi penyajian data dalam bentuk skripsi dan pada saat

proses bimbingan berlangsung.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Desa Raya adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Berastagi,
Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini memiliki luas
wilayah sekitar 712 km2 dan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa (berdasarkan
data terbaru). Desa ini merupakan bagian dari kawasan yang kaya akan budaya
dan tradisi Karo, dengan mayoritas penduduknya berasal dari suku Karo. Bahasa
Karo dialek Gugung adalah bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat

setempat.

Sebagian besar penduduk Desa Raya bekerja di sektor pertanian. Mereka
mengelola lahan untuk menanam berbagai jenis sayur dan buah-buahan, seperti
jeruk, tomat, kentang, dan kol. Hasil pertanian ini tidak hanya memenuhi

kebutuhan lokal tetapi juga dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan
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diekspor ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Selain itu, sektor
pariwisata juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat
Desa Raya. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di desa ini adalah Taman
Seribu Bunga, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arih
Ersada. Tempat ini menawarkan pemandangan indah dengan ribuan bunga
berwarna-warni, udara sejuk, dan fasilitas seperti area parkir, kios suvenir, tempat

makan, serta spot foto yang menarik.

Selain pertanian dan pariwisata, beberapa penduduk Desa Raya juga bekerja
sebagai pedagang, pengrajin, dan tenaga kerja di sektor jasa. Kehidupan
masyarakat di desa ini sangat erat dengan tradisi dan budaya Karo, yang tercermin
dalam berbagai acara adat, seperti pesta pernikahan, upacara kematian, dan
perayaan hari besar keagamaan. Mayoritas penduduk Desa Raya memeluk agama
Kristen, diikuti oleh Islam, Buddha, Hindu, dan kepercayaan lainnya, yang

mencerminkan keberagaman dan toleransi di desa ini.

Desa Raya juga memiliki potensi besar untuk terus berkembang, baik dalam
sektor ekonomi maupun pariwisata. Dengan lokasinya yang strategis, hanya
sekitar 15 menit dari pusat kota Berastagi, desa ini mudah diakses oleh wisatawan
lokal maupun mancanegara. Pemerintah desa bersama masyarakat setempat terus
berupaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



KECAMATAN BERASTAGI

Skala | : 60.000

KABUPATEN DEL| SERDANG

KECAMAT AN SIMPANG EMPAT

MULGAP I

SAPANAH

KECAMATANT)

KECAMAT AN KABANJAHE s i b g

Gambar 3.2 Peta Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

31



BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil
penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data
yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang
untuk menjawab pertanyaan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan
data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara

langsung oleh beberapa informan di Desa Raya

4.1.1 Perilaku organisasi dan antar organisasi

Perilaku orgnisasi dan antar organisasi adalah sikap pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan penanggulangan stunting di Desa Raya
Kabupaten Karo. Adapun dimensi perilaku hubungan antarorganisasi adalah

komitmen dan koordinasi antar organisasi.

a) Komitmen

Komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam
menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang berkaitan dengan
pelaksana kebijakan penanggulangan stunting di Desa Raya Kabupaten Karo.
Tentunya hal ini tidak mudah untuk menjaga stabilitas jaringan yang dimaksud,
karena adanya kepentingan yang berbeda-beda yang diemban oleh masing-masing

instansi terlibat. Oleh karena itu komitmen merupakan hal yang sangat penting
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untuk mencapai tujuan dari kebijakan penagnggulangan stunting di Desa Raya

Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Raya Kabupaten Karo,
Bapak Aminta Ketaren pada 5 Maret 2025 beliau mengatakan implementasi
kebijakan stunting dari segi terarah (intervensi spesifik) secara langsung memang
dilakukan di desa, kami melakukan beberapa program seperti memberikan
Program Makanan Tambahan (PMT). Programnya itu kami berkomitmen dengan
melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, Tim Percepatan Penurunan Stunting

(TPPS ) Kepala Kesejahteraan Masyarakat, dan juga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa ,Pemerintah
Desa Raya dalam implementasi kebijakan peran desa dalam menanggulangi
stunting melibatkan beberapa pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas,
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ), Kepala Kesejahteraan Masyarakat
dan juga masyrakat itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa
memiliki komitmen yang kuat dalam menanggulangi permasalahan stunting di
Desa Raya. Kemudian dalam wawancara di atas, dapat dilihat juga bahwa
intervensi spesifik dilakukan pada tingkat mayarakat sensitif, tekanan pada
pendekatan dan kerjasama yang baik. Dimana yang dimaksud komitmen adalah
melakukan kerjasama dalam menanggulangi stunting di Desa Raya dengan

beberapa pihak terkait.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Desa Raya mengatakan beliau

mengatakan kami juga berkomitmen kepada masyrakat dengan melakukan
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beberapa langkah-langkah dalam menanggulangi stunting yaitu dengan
memeberikan sosialisasi, advokasi dan PMT kepada masyarakat terkait
bagiamana menganggulangi stunting dan juga setiap masyrakat pendatang yang
tinggal di kawasan Desa Raya kami tetap memberikan perhatian, kemudian
kedepannya kita akan membentuk desa nol stunting, yang artinya diharapkan

kedepan tidak ada lagi yang terkena stunting di desa ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah
Desa Raya menunjukkan komitmen yang kuat kepada masyarakat dengan
langkah-langkah yang kogkrit dalam menanggulangi masalah stunting. Melalui
wawancara di atas, Kepala Desa Raya menjelaskan bahwa tindakan yang diambl
dalam menanggulangi stunting yaitu dengan melakukan sosialisasi, advokasi,
serta memeberikan PMT. Pemerintah Desa Raya juga memeberikan perhatian
kepada masyrakat pendatang yang termasuk ke dalam kategori stunting sehingga

rencana Desa Raya nol stunting akan tercapai.

b) Koordinasi

Koordinasi adalah upaya menyelaraskan dan mengarahkan berbagai kegiatan
antar pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam implementasi kebijakan,
koordinasi antar organisasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan,
sehingga kerja sama yang terkoordinasi sangat diperlukan. Koordinasi ini
mencakup baik pengambilan keputusan, terutama dalam hal penyediaan data dan

informasi, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Raya mengatakan bahwa
kami telah berkoordinasi dengan yang terkait seperti Dinas Kesehatan, posyandu,
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dimana koordinasi yang dilakukan
sangat terarah semua saling bekerjasama baik, baik itu dalam hal pengambilan

keputusan dan juga pelaksanaan kegiatan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Desa
Raya telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait, yaitu Dinas
Kesehatan, Posyandu dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dalam
upaya menanggulangi masalah stunting. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk
meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan peran desa yang bertujuan
untuk mengurangi angka stunting terutama di desa. Melalui kolaborasi yang
terstruktur dan terarah, diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pihak instansi
terkait sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dapat dilakukan
secara komperensif dan efesien. Dengan demikian,angka stunting di desa dapat

turun secara signifikan.

Lanjut hasil wawancara dengan ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting
(TPPS), Bapak Nanda Ketaren 6 Maret 2025 beliau mengatakan bahwa: Kami
juga melakukan rembuk stunting dengan pihak terkait dan juga sosialisasi kepada
masyrakat, dalam kegiatan ini kami mendiskusikan bagaimana agar stunting di
Desa Raya bisa berkurang, karena banyaknya pendatang yang tinggal sementara
waktu atau hanya beberapa bulan saja, membuat kami terkadang kesulitan untuk
memantau bagaimana perkembangan anak yang terkena stunting namun kami

tetap menjalankan tugas kami sebagimana mestinya”.
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Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah desa dengan
pihak terkait melakukan kegiatan Rembuk Stunting guna untuk menyusun strategi
dalam menanggulangi kasus stunting. Kesulitan yang dihadapi adalah banyak
masyrakat pendatang yang tidak menetap dalam jangka waktu yang lam sehingga
data stunting sulit untuk diperbaharui. Namun hal ini tidak menjadi hambatan
yang berarti bagi Pemerintah Desa dan Instansi terkait, mereka tetap menjalakan
perannya seperti memberikan arahan serta advokasi kepada masyrakat bagaimana
pencegahan stunting dapat dilakukan. Langkah-langkah yang strategis dapat
menaggulangi stunting di Desa Raya. Dalam hal ini pihak instansi yang terkait
aktif berpartisipasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan penanggulangan
stunsting. Koordinasi yang terarah dan sinergi yang kuat antara berbagai pihak
yang tercipta, memumgkinkan pengambilan keputusan yang efektif serta
pelaksanaan kegiatan yang terarah dengan baik dapat mengatasi masalah stunting

secara menyeluruh.

Dari hasil observasi peneleti di lapangan ditemukan bahwa Pemerintah Desa
Raya memang terus melakukan upaya yaitu dengan melakukan sosialisasi dan
avdokasi kepada masyrakat untuk memberikan pengarahan serta pemantauan agar
angka stunting di Desa Raya dapat bekurang. Tetapi melalui upaya yang telah
dilakukan sayangnya pendataan kasus stunting di Desa Raya tidak diperbaharui

sehingga sulit melihat apakah stunting di Desa Raya sudah teratasi atau tidak.
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4.1.2 Perilaku birokrat level bawah

Perilaku birokrasi tingkat bawah, khusunya dalam hal diskresi merupakan
faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan peran desa dalam
intervensi penurunan stunting di Desa Raya. Secara umum, diskresi dapat
dipahami sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan penting dalam
pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan pengaruh yang melampaui
kewenangan formal. Seperti yang dijelaskan oleh Lipsky (1980) dalam Parawangi
(2011), implementasi kebijakan kadang kala melibatkan penyimpangan dari tugas
resmi untuk lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat saat
menyampaikan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi tingkat bawah memainkan
peran penting dalam implementasi kebijakan publik, dengan kinerja yang
cenderung sejalan dengan standar kebijakan yang relevan dengan aktivitas

mereka.

Selanjutnya perilaku birokrasi level bawah yang dimaksud disini adalah
kemampuan posyandu desa dalam menjalankan kebijakan penanggulangan
stunting di Desa Raya. Kemampuan Posanyu Desa sebagai implementor kebijakan
penanggulangan stunting di Desa Raya sudah merupakan ketetapan dalam

kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidan Posyandu Desa Raya, Ibu
Rendra Sembiring pada 5 Maret 2025 beliau mengatakan bahwa: Seluruh kegiatan
yang dilakukan oleh posyandu merupakan implementasi dari kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati Karo dan juga keputusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten
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Karo. Program-program yang dijalankan untuk mengatasi masalah stunting
meliputi deteksi dini, pemeriksaan tumbuh kembang anak di Posyandu,
pemeriksaan rutin bulanan, termasuk pemberian makanan pendamping ASI,
vitamin, penimbangan berat badan, serta pengukuran tinggi badan anak. Selain
itu, terdapat kelas ibu balita, penyuluhan kepada ibu balita tentang pentingnya
menangani stunting sejak dini, dan kunjungan langsung ke rumah balita yang

mengalami stunting.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh program
yang dilaksanakan oleh Posyandu adalah wujud implementasi kebijakan yang
dirancang oleh Bupati Karo. Dalam upaya mengatasi stunting, Posyandu Desa
Raya melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari deteksi dini untuk memberikan
intervensi cepat, pemeriksaan rutin tumbuh kembang anak di Posyandu, hingga
edukasi kepada ibu balita melalui kelas tentang gizi, pola makan sehat, dan
perawatan anak. Selain itu, dilakukan kunjungan ke rumah balita penderita
stunting guna memberikan dukungan dan pemantauan langsung. Serangkaian
program ini mencerminkan komitmen Posyandu desa, Pemerintah Desa, dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang
holistik dan terintegrasi. Kerjasama erat antara Posyandu Desa dan Pemerintah
Desa menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka stunting dan

meningkatkan kesejahteraan anak di Desa Raya.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan
penanggulangan stunting oleh Posyandu Desa Raya melibatkan indikator perilaku

birokrasi tingkat bawah dalam dimensi diskresi. Pendekatan ini bertujuan agar
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kebijakan penanggulangan stunting dapat tetap berlanjut dan mencapai hasil yang
diinginkan. Salah satu contohnya adalah kegiatan yang dilakukan Posyandu,
seperti sosialisasi tentang stunting, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, kelas ibu
balita, serta kunjungan langsung ke rumah balita yang terdampak stunting.
Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka stunting di Desa Raya
tidak sepenuhnya berhasil ditekan, sesuai dengan data yang diperoleh peneliti
yang dirilis oleh e-sepesikap stunting tercatat bahwa Kabupaten Karo, dari tahun
2014 hingga 2023, persentase stunting menunjukkan perubahan signifikan. Pada
tahun 2021, angka stunting tercatat sebesar 17,18%, menurun menjadi 16,26%
pada tahun 2022, dan kembali menurun secara signifikan menjadi 8,88% di tahun
yang sama. Namun, terdapat kesenjangan data yang mencolok antara hasil Survey

Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data dari ePPGBM.

4.1.3. Perilaku kelompok sasaran

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan
stunting di Desa Raya adalah perilaku dari kelompok sasaran, yang mencakup
respons positif maupun negatif. Perilaku ini menggambarkan tanggapan
masyarakat terhadap para pelaksana kebijakan, yang berkaitan dengan kinerja
pemerintah. Dalam konteks ini, masyarakat yang terdampak kasus stunting di
Desa Raya memberikan respons terhadap upaya penanggulangan stunting yang

telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dari Anak Penderita Stunting, Rini

pada tanggal 5 Maret mengatakan bahwa “saya sebagai ibu, merasa sangat
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terbantu dengan adanya kebijakan ini, sebelumnya saya tidaktahuapaitu stunting
yang saya tahu hanya tubuh anak saya tidak sama dengan anak seusianya. Bidan

sering datang kerumah untuk melihat perkembangan anak saya”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa, orang tua anak
penderita stunting sangat terbantu dengan adanya kebijakan peran desa dalam
penanggulangan stunting yang diimplementasikan melalui posyandu desa. Dengan
adanya kontrol pertumuhan dan perkembangan yang teratur, orang tua merasa
lebih tenang dan yakin bahwa anaknya mendapatkan perawat yang tepat. Dapat
dilihat bahwa kebijakan ini tidak hanya mampu mengatasi masalah medis

saja,kebijakan ini juga mampu memberikan dukungan emosional bagi orang tua.

Lanjut hasil wawancara dengan lIbu dari Anak Penderita Stunting Ibu Siti
mengatakan pada 6 Maret beliau bahwa: “selain itu saya juga jadi tahu bagaimana
cara untuk memenuhi gizi yang baik untuk anak saya, kalau misal saya akan
mengandung lagi saya jadi paham untuk menghindari stunting saya juga harus

menjaga pola makan untuk gizi yang baik sampai pada saat anak umur 2 tahun.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa melalui kebijakan penanggulangan
stunting, orang tua diberikan kesempatan untuk memahami pentingnya
pemenuhan gizi yang tepat, mulai dari masa kehamilan hingga usia anak
mencapai dua tahun. Kebijakan ini membantu orang tua memperoleh wawasan
tentang cara menyediakan nutrisi optimal untuk kesehatan anak, mengenali
makanan yang kaya gizi, serta mengintegrasikannya ke dalam pola makan harian.

Dengan edukasi ini, orang tua diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan
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perkembangan anak yang mengalami stunting, sehingga anak dapat menerima

asupan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembangnya.

Lanjut hasil wawancara dengan Masyarakat Leni pada 7 Maret 2025 yang
mengatakan bahwa:“dari yang saya lihat ank yang terdampak stunting disini
cukup terbantu dari program di posyandu untuk balita penderita stunting, saya

lihat biasanya posyandu memebrikan susu makanan yang gizinya lengkap”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan
di posyandu sangat bermanfaat bagi anak-anak yang mengalami stunting.
Penyuluhan ini memberikan edukasi yang berharga tentang nutrisi yang sesuai
dan cara merawat kesehatan balita. Dengan adanya penyuluhan tersebut, orang tua
dapat memahami kebutuhan gizi anak-anak mereka serta langkah-langkah yang
diperlukan untuk memenuhinya. Kebijakan ini memungkinkan orang tua untuk
bertindak dan mendapatkan dukungan dalam memperbaiki status gizi anak
mereka. Akibatnya, anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga risiko stunting di masa depan

dapat berkurang.

4.2 Pembahasan

Dari hasil observasi dan proses pengumpulan data serta wawancara yang
dilakukan peneliti dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan peran desa
dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi oleh Pemerintah Desa Raya tidak

mampu menekan angka stunting di Desa Raya.
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Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana
implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan stunting
terintegrasi oleh Pemerintah Desa Raya tidak mampu menekan angka stunting di
Desa Raya. Dengan pisau analisis berdasarkan kajian teori Soren C.Winter yaitu:
perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah, dan
perilaku kelompok sasaran. Pembahasan secara rinci akan diuraikan sebagai

berikut:

4.2.1 Perilaku organisasi dan antar organisasi, dimensinya komitmen
dan koordinasi

a) Komitmen

Komitemen yaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga
stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang ada, dalam kaitannya
dengan pelaksanaan kebijkan peran desa dalam intervensi stunting di Desa Raya.
Implementasi  kebijakan membutuhkan hubungan antar organisasi untuk
menciptakan kebijakan umum ke dalam atauran yang jelas, dan ini berlangsung
secara berkelanjutan dalam  proses sosial yang dapat mengkonversi arah

kebijakan melalui tindakan.(winter 2003).

Komitmen dalam upaya mengatasi stunting melibatkan peran Peran
Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten, yang menunjukkan dedikasi
pemerintah dalam kegiatan Rembuk Stunting untuk menangani persoalan stunting
demi meningkatkan kesehatan masyarakat. Rembuk Stunting juga berfungsi
sebagai wadah untuk memperoleh dukungan komitmen dari forkopimda dan

kepala OPD dalam menurunkan angka stunting. Selain itu, kegiatan ini mencakup
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diskusi dan penandatanganan komitmen bersama guna mendukung langkah-
langkah penanggulangan stunting. Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan
berbagai pihak menegaskan pentingnya aktivitas yang lebih terarah dalam

mengatasi stunting di Desa Raya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 pasal 5
tentang peran desa dalam upaya penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa.
Artinya desa memiliki hak dan kewenangan dalam memutuskan prioritas serta
alokasi dana demi menekan angka stunting di desa. Penguatan kelembagaan dan
kerja sama antar instansi terkait harus dilaksanakan sesuai prosedur agar tujuan

yang telah direncanakan dapat tewujud dan tepat sasaran.

Meskipun koordinasi telah dilakukan antara pihak-pihak terkait, upaya
tersebut belum mampu memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah
stunting di Desa Raya. Kolaborasi yang ada masih kurang optimal, sehingga
berbagai langkah yang direncanakan belum menghasilkan dampak yang
signifikan. Pemerintah Desa Raya juga menghadapi kendala dalam mengambil
keputusan yang tepat terkait penanganan stunting. Ketidakmampuan ini dapat
disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya data yang akurat, atau
rendahnya komunikasi dan sinergi antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu,
diperlukan perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan kolaborasi agar program
penanggulangan stunting dapat berjalan dengan lebih efektif dan terarah. Selain
itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan untuk memastikan keberhasilan upaya penurunan angka

stunting di Desa Raya.
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b) Koordinasi

Koordinasi dilakukan dalam aspek pengambilan keputusan, termasuk
penyediaan data dan informasi, serta pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks
koordinasi, hubungan antara organisasi menjadi sangat penting dan memiliki
dampak signifikan terhadap penentuan strategi implementasi. Pelaksanaan suatu
kebijakan publik dapat melibatkan dua atau lebih organisasi untuk mencapainya.

(Winter, 2003).

Hasil temuan data yang ditemukan di lapangan Pemerintah Desa Raya dan
Posyandu Desa selalu melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah
baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, BKKBN, Dinas Kesehatan serta Dharma
Wanita dalam upaya menanggulangi stunting. Adapun Koordinasi yang dilakukan
merupakan Kegiatan Rembuk Stunting yang dihadiri oleh pihak instansi terkait
dan masyrakat. Namun kegiatan yang dilakukan masih belum bisa mengatasi

masalah stunting di Desa Raya.

Namun data yang ditemukan dari hasil wawancara dengan masyrakat
kegiatan Rembuk Stunting tidak begitu intens dilaksanakan. Pemerintah Desa
hanya melakukan penyuluhan tentang stunting. Dan kegiatan penyuluhan ini juga
tidak terlalu mendapatkan antusias dari masyrakat. Hal ini disebakan oleh faktor

keadaan sosial dan ekonomi serta keterbatasan sumber daya manusianya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yaitu koordinasi perlu dibangun

untuk dapat menyatukan sasaran dan kegiatan dari unit organisasi yang terlibat
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secara peraturan. Percepatan perbaikan gizi secara nasional merupakan upaya
bersama antara pemerintah dan masyrakat melalui penanggulangan partisipasi dan

kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi.

Proses implementasi dapat dilakukan melalui berbagai metode. Salah satu di
antaranya adalah dengan memenuhi implementasi kebijakan di dalam suatu
organisasi. Namun, untuk mencapai kinerja implementasi yang lebih efisien dan

efektif, dibutuhkan komitmen serta koordinasi yang baik antara berbagai

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peran
Desa dalam Intervensi stunting dalam indikator perilaku organisasi dan antar
organisasi yang dimensinya komitmen dan koordinasi belum terlaksana dengan

baik sehingga, angka stunting di Desa Raya belum bisa diatasi.

4.2.2 Perilaku birokrasi level Bawah

Perilaku birokrasi pada tingkat level bawah mencakup sikap dan tindakan
yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditas di kawasan
strategi kabupaten. Salah satu karakteristik utama dari perilaku birokrasi level
bawah adalah adanya diskresi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai jabatan yang
berinteraksi langsung dengan masyarakat, birokrasi level bawah memiliki peran
yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Selain itu, kinerja
birokrasi pada level ini menunjukkan konsistensi tinggi terhadap standar program

yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. (Parawangi, 2011)

Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peran desa dalam

intervensi penurunan stunting di Desa Raya melalui indikator perilaku birokrasi
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level bawah dalam dimensi dikresi yang di tunjukkan kepada Posyandu Desa
Raya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan
yang yang dilakukan oleh Posyandu Desa Raya merupakan hasil kebijakan dari
Bupati Karo kemudian diskresi dilakukan untuk mewujudkan pelayan publik bagi
masyrakat yang memiliki balita yang berumur kurang lebih 2 tahun dan
khususnya bagi masyrakat yang terdampak stunting. Kemudian diskresi ini juga
dilakukan atas dasar untuk menyelesaikan masalah penting (emergency) yang

timbul.

Hal ini juga sejalan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang
administrasi pemerintahan dijelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau
tindakan yang ditetapkan dan/atau dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan dalam
hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur,tidak

lengkap atau jelas,dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Perilaku birokrasi level bawah yang dimaksud adalah posyandu hanya dapat
melakukan program yang sudah ada. Posyandu tidak memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi sebuah kebijakan atau memngambil sebuah keputusan. Sehingga
implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan stunting yang
diskresinya adalah posyandu, tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga

menjadi penyebab masalah stunting di Desa Raya belum bisa diatasi.

Kemudian data observasi yang ditemukan di lapangan terdapat kesenjangan
yang signifikan dalam pendataan stunting di Kabupaten Karo yang termasuk Desa

Raya. Pada tahun 2021, angka stunting tercatat sebesar 17,18%, menurun menjadi
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16,26% pada tahun 2022, dan kembali menurun secara signifikan menjadi 8,88%
di tahun yang sama. Namun, terdapat kesenjangan data yang mencolok antara

hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data dari ePPGBM.

Hal ini dapat dilihat juga pada penelitian sebelumnya yaitu Alat ukur yang
belum sesuai dengan standard dapat menjadi faktor penghambat dalam kesehatan.
Ketidakakuratan alat ukur dapat menyebabkan data yang tidak valid, kesalahan
dalam pengambilan keputusan dan penilaian terhadap prevalensi stunting. (Cecilia
dkk, 2024) Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang peran
desa dalam intervensi penurunan stunting dalam dimensi diskresi belum berjalan

dengan baik.

4.2.3 Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok sasaran mencakup dimensi respons positif dan negatif,
yang terwujud dalam sikap serta tindakan yang ditunjukkan selama implementasi
kebijakan penanggulangan stunting di Desa Raya. Respons tersebut diarahkan
kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang terdampak oleh kasus stunting.
Dalam implementasi kebijakan publik, kelompok sasaran dapat berupa individu,
organisasi, atau kelompok penerima manfaat yang tidak hanya dipengaruhi oleh
hasil kebijakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memengaruhi Kkinerja
pelaksanaan program melalui respons yang bersifat positif maupun negatif

(Winter, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peran desa dalam intervensi

penurunan stunting yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Raya
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mendapat respons positif dari kelompok sasaran. Posyandu Desa Raya memiliki
peran yang signifikan dalam mendukung kebijakan ini dengan rutin memantau
pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang mengalami stunting, guna
menjaga kondisi kesehatan ibu dan anak tetap stabil. Selain pemantauan,
Posyandu Desa Raya juga aktif mengadakan kegiatan penyuluhan, termasuk
penimbangan berat badan serta pengukuran anak-anak yang terdampak kasus
stunting. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan

angka stunting yang masih terjadi di Desa Raya.

Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak stunting menunjukkan
respons positif terhadap berbagai upaya yang dilakukan. Masyarakat juga terlihat
antusias dalam berpartisipasi, terutama dalam pemeriksaan kesehatan dan kegiatan
penyuluhan yang diadakan di Posyandu. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Posyandu,
yang bertujuan untuk memantau dan mengontrol perkembangan kasus stunting di

Desa Raya secara keseluruhan.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Posyandu, angka
stunting di masyarakat belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, terdapat 20 balita yang masih
terdampak stunting Posyandu Desa Raya pada tahun 2023. Kondisi ini
menandakan bahwa meskipun terdapat antusiasme dari masyarakat dan kegiatan
rutin yang dilaksanakan, masih diperlukan strategi tambahan atau peningkatan
efektivitas program agar target pengurangan angka stunting dapat tercapai dengan

lebih optimal di masa mendatang. Hal ini juga menegaskan pentingnya evaluasi
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program secara menyeluruh untuk mengidentifikasi hambatan dan menemukan

solusi yang tepat.

Selain itu, kebiasaan masyrakat yang sering berpindah-pindah tempat tinggal
juga menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan ini tidak berjalan dengan
baik. Karena kondisi wilayah di Kabupaten Karo yang sangat luas menyebabkan
banyak masyrakat yang datang dan pergi dalam waktu yang cepat. Sehingga
program yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini juga
didukung pada peneletian sebelumnya yaitu, partisipasi masyarakat masih kurang
aktif atau pasif dalam mengikuti program karena orang tua yang sibuk bekerja
atau berpindah-pindah tempat tinggal sehingga ini menjadi kendala dalam

percepatan penurunan stunting.(Cecilia,dkk, 2024).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor
34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting di Desa
Raya maka penelitian ini implementasi kebijakan tersebut belum terlaksana
dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen dan koordinasi antara
Pemerintah Desa dan pihak instansi terkait masih belum terjalin dengan baik.
Kemudian perilaku birokrasi level bawah juga belum mampu menjalankan
diskresi sebagai peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Dan perilaku
kelompok sasaran yang tidak begitu antusias dan kooperatif terhadap kebijakan

ini. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi yang dimensinya adalah komitmen
dan koordinasi. Komitmen yang dimaksud adalah peran desa dalam intervensi
penurunan stunting. Dan koordinasi adalah kegitan Rembuk Stunting yang
dilakukan dengan Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Tim Percepatan
Stunting dan Posyandu Desa. Namun komitmen dan koordinasi yang
dilakukan masih belum dapat menanggulangi stunting di Desa Raya

2. Perilaku birokrasi level bawah yaitu peran posyandu yang sangat penting
dalam implementasi kebijakan peran desa dalam intervensi penurunan stunting

dimensinya adalah diskresi yaitu Posyandu Desa yang belum mampu untuk
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membuat keputusan sehingga kebijakan ini belum terlaksana dengan optimal
yang mengakibatkan stunting di Desa Raya belum dapat diatasi.

Perilaku kelompok sasaran yaitu respon positif dan negatif dari masyrakat
tentang kebijkan peran desa dalam intervensi penurunan stunting. Masyrakat
merespon kebijakan ini dengan positif namun keterbatsan sosial dan ekonomi
serta sumber daya manusia menyebabkan stunting tidak dapat sepenuhnya

diatasi.

5.2 Saran

Dari penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan salam

mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 tentang Peran

Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting di Desa Raya, yaitu sebagai berikut:

1.

Pemerintah Desa Raya harus meningkatkan komitmen dan koordinasi antara
TPPS, Dinas Kesehatan, Posyandu Desa dan pihak instasi terkait serta
melibatkan masyarakat untuk mengatasi masalah stunting.

Melakukan pelatihan khusus penigkatan kualitas SDM kepada kader poyandu
dalam mengambil keputusan terutama mengenai intervensi penurunan
stunting. Menyediakan alat ukur stunting yang memenuhi standard serta
membuat rekam medis yang lebih baik agar catatan kesehatan anak tetap
tersedia meskipun mereka berpindah tempat tinggal.

Tetap menjaga respon masyrakat yang positif serta memberikan dukungan

baik secara medis dan emosional.
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Subjek penelitian: Kepala Desa
Raya
Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi
a. Komitmen

1. Bagaimana komitmen yang bapak lakukan untuk menjalankan Peraturan Bupati
Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi di Desa Raya?

2. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi peraturan ini?

3. Bagaimana hubungan timbal balik antar Lembaga pelaksana? Apakah saling
membantu satu sama lain?

4, Apakah ada hambatan atau kendala dalam menjalankan Peraturan Bupati Karo
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi di Desa Raya?

Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi yang di lakukan pemerintah desa dengan posyandu untuk
menjalankan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa
dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Raya

2. Apakah ada hambatan atau kendala dalam melakukan koordinasi antara
pemerintah desa dengan posyandu dalam menjalankan Peraturan Bupati Karo
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi di Desa?

3. Apakah peraturan yang di keluarkan oleh Bupati sudah cukup untuk menjadi
pedoman desa dalam menekan angka stunting di Desa Raya? '

4, Diantara berbagai Lembaga/kelompok/perangkat desa yang terlibat dalam
pelaksanaan peraturan ini, apakah ada Lembaga/perangkat desa yang terlihat
superior?

5. Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan evaluasi terhadap peran desa dalam
program penurunan stunting?



6. Apakah ada keterbatasan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, dan kapasitas)
yang dapat mempengaruhi kinerja aparat desa maupun posyandu dalam
menekan penuranan stunting?

7. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan pleh perintah desa mengenai
stunting? Bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan ini?

Perilaku Birokrasi Level Bawah
Subjek penelitian: bidan posyandu Desa Raya, tokoh Masyarakat, Lembaga adat

1. Apa saja kegiatan yang di lakukan oleh posyandu untuk menckan penurunan
stunting di Desa Raya?

2. Apakah posyandu memiliki kategori khusus dalam menilai anak yang sehat dan
normal?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar mau
datang ke posyandu?

4, Apakah ada laporan rutin yang dibuat terkait pelaksanaan peraturan ini?

5. Bagaimana keterbatasan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, dan kapasitas)
yang dapat mempengaruhi kinerja aparat desa maupun posyandu dalam
menekan penuranan stunting?

6. Bagaimana interaksi antara apparat desa, kader posyandu, tenaga kesahatan dan
masyrakat dalam implementasi interversi stunting?

7. Apakah peraturan yang di keluarkan oleh Bupati sudah cukup untuk menjadi
pedoman desa dalam menekan angka stunting di Desa?

8. Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan peraturan ini?

9. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan pleh perintah desa mengenai
stunting? Bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan

10. Apakah ada saran atau invonasi dari Bapak/Ibu dalam menekan angka stunting
di Desa Raya?

Perilaku kelompok sasaran
Subjek penelitian: orang tua dari anak yang terkena stunting

1. Menurut Bapak/Ibu apakah itu stunting?

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun
2021 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi?

3. Apakah Bapak/Ibu sering membawa anak Bapak/Ibuk ke posyandu?
Pemeriksaan bagaimana yang ibu lihat di posyandu?

4, Bagaimnaa hasil pemeriksaan yang dilakukan kader posyandu terhadap anak
Bapak/ibu? Apa yang mereka katakan dari hasil tersebut?

5. Apakah anak Bapak/Ibu setelah melakukan pemeriksaan di posyandu pernah di
masukkan kedalam kategori stunting? Jika pernah apa tindakan ibu setelalah
mengetahuinya apakah langsung menyerahkan ke kader posyandu atau ada
tindakan lain dalam meyembuhkannya?



6. Apa saja hal-hal yang dilakukan kader posyandu dalam menindak lanjuti anak
yang masuk ke dalam kategori stunting yang ibu ketahui?

7. Apakah saja bantuan yang Bapak/Ibu terima dari posyandu dalam penanganan
penurunan anak stunting?

8. Sarana dan prasarana di posyandu ini bagaimana yang ibu lihat apakah sudah
mencukupi dan lengkap dalam pemeriksaan anak?

9. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan pleh perintah desa mengenai
stunting? Bagaimana respon Bapak/Ibu mengenai kebijakan ini?

10. Apakah ada inovasi atau saran dari Bapak/Ibu dalam penurunan angka stunting
di desa raya?
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